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MOTTO 

 
 

“Set your strong intention, work hard, and pray, slowly but surely, what you 
strive for will come to be. This is God’s law”  

 

(Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara)  
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ABSTRAK   

 
Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 UUPA mengamanatkan 

bahwa negara berwenang untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
termasuk tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka 
mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya konkrit yang dilakukan oleh negara 
adalah melakukan pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Namun, 
dalam implementasinya permasalahan yang meliputi ketersediaan tanah yang 
terbatas, tanah menjadi objek spekulan sehingga harga tanah tidak terkendali, tidak 
adanya peran land operator menjadi penghambat pembangunan pembangunan 
infrastruktur bagi kepentingan umum dan menimbulkan gagasan pembentukan 
badan bank tanah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. Dengan dasar 
tersebut, maka rumusan masalah di dalam tulisan ini: 1) Kedudukan hukum badan 
bank tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 
sejak pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 
2) Perolehan tanah oleh badan bank tanah dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. Tulisan ini merupakan penelitian hukum 
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Adapun temuan dari penelitian adalah 1) 
Kedudukan hukum badan bank tanah adalah sebagai badan hukum khusus (sui 
generis) yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola tanah dan menjamin 
ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum 
sehingga badan bank tanah dapat berperan sebagai instansi yang memerlukan tanah 
pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peran badan 
bank tanah adalah sebagai land manager (operator), dan peran Kementerian 
ATR/BPN sebagai land regulator, sehingga kewenangan keduanya tidak tumpang 
tindih 2) Perolehan tanah oleh badan bank tanah dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui penetapan pemerintah 
dan melalui pelepasan hak.  

 
Kata Kunci : Badan Bank Tanah, Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  
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ABSTRACT 

Article 33 Paragraph (3) UUD NRI 1945 and Article 2 UUPA mandate that 
the state has the authority to control, regulate and administer the allotment of earth 
and water and the natural resources contained therein, including land for the 
greatest prosperity of the people. In order to realize this, one of the concrete efforts 
made by the state is to carry out infrastructure development for the public interest. 
However, in its implementation, problems include limited land availability, land 
becomes the object of speculators so that land prices are not under control, the 
absence of a land operator role is an obstacle to infrastructure development for the 
public interest and has led to the idea of establishing a land bank agency as 
regulated in the Job Creation Law. On this basis, the formulation of the problem in 
this paper: 1) The legal position of the land bank agency is as a special legal entity 
(sui generis) which has special authority to manage land and guarantee the 
availability of land in the framework of a just economy for the public interest so 
that the land bank agency can act as an agency that requires land in land 
acquisition for development. in the public interest. The role of the land bank agency 
is as a land manager (operator), and the role of the Ministry of ATR/BPN as a land 
regulator, so that the authorities of the two do not overlap 2) Land acquisition by 
the land bank agency in land acquisition for development in the public interest is 
carried out through government stipulations and through waiver of rights. 

 
Keywords: Land Bank, Public Interest, Land Procurement for Development for 
Public Interest 
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